
PERATURA}I SENAT UNIVERSITAS PANCASILA
Nomor: Sf, rnnrs nr'TJP twzaa'

TENTANG
KEBIJAKAN Kf,RJA SAMA UNIVERSITAS PANCASILA

N,{enimbang

Mengingat

SENAT UNI\'ERSITAS PAI\CASILA

a. bahw.a untuk nelaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Peraturan

Yayasan Pendidikan dan Pembina Llniversitas Pancasila Nornor

222 IPEN YPI;- tJ PIV II U 2A24 tentang Statula Uni versi tas Pancasil a

Tahun 2024. diperlukan pengaturan urengenai peraturau Senat

tentang kerja sama;

b. bahw.a berdasarkan pertimbangan sebagainana dimaksud pada

huruf a, perlu dibentuk Peraturan Senat tentang Kebijakan Kerja

Sama Akademik Universitas Pancasila.

1. LJndang-IJnciang Republik Indonesia Nontor 20 Tairun 2003 tenl-ang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

I'ahun 2003 Nomor 78 Tambal'ran Lembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 430 1 );

2. {Jnclang-L)ndang Repubiik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
pendidikan Tinggi (Leflrbaran Negar.a Reputrlik lndonesia Tahurn

2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5336):
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia lrlotnor 4 Tahun 2014

telltang Penyelenggaraan Pencliclikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruatr Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16. Tambahatr Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Peudidikan dan Kebudayaall Nomor 39 l-ahLin

2025 tentang Feniaminan Mutu Pendidikan T'inggi Perguruan Tinggi
Swasta:

5. Kepntusan Menteri Pendidikan, Kebudal'aan, Riset dan Teknologi
|.Jonror 579lLlol2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Ya1'asan

Pendiclikan dan Pernbina L.lniversitas Pancasila sebagai Badan

Penyelenggara LJniversitas Paucasila di Jakarta:

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia
Nomor 14 f'ahun 2014 Tentartg Kerla Sama Pergttruatr Tinggi;

7. Peraturan Ya5rasan Pendidikan dan Pembina Unil'ersitas Patrcasila

Nomor: 2221PER1YPP-UP/VIIL12A24 tentang Statutti Lrniversitas
Pancasila T'ahun 2024 sebagaimana diubah melairri Peraturan

Ya}rasan Pendidikan dan Pembina tjniversitas Pancasila Nomor:
2g0lPEzuYPP-UPtXl2A24 tentang Perubahan Atas Peraturan

Ya-vasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasilzr Nomor:
222 I P bW YPP - U P/V II ll 2024 tentang Statuta lJniversitas Panc as i la.
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MEMUTT]SKAN:

Menetapkan: PERAT'URAN SENAT TENTANG KEBIJAKAN KERJA SAN4A

TIN IVERSITAS PAh{CAS ILA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkatr dengan:

1. Statuta aclalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Pancasila.vang digunakan sebagai

lanclasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila.

2. Llniversitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan UP adalah insitusi yang bergerak

di bidang pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966. dari trerada di

bawah naungan Yays5;1n Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

3. Senat Universitas Pancasila yang selaniutnya disebul dengan Senat UP adalah organ yang

menjalankan tiingsi pengawasan bidang akademili, pemberian perlimbangan claiatn

penetallan kebijakan akaclemik. pemberian ethical clearutce, dan lirngsipenga\\'asan selta

pertimbangan dalam penetapan etik terkait surnber darva manusia di T'ingkat IIniversitas.

4. Rektor adalah Rektor LlP.

5. Pirnpinan Universitas adalah Ii.ektor dan Wakil Rektor.

6" Pimpinan Senat adaiah Ketua Senat lJP.
7. Sekretaris Senat LJP adalah pejabat strategis Senat IJP yang bertanggungiarvab untuk

memastikan kegiatan administrasi dan dr"rtrl-urgan kesekretariatau Pimpinan Senat {JP.

8. Ker.ia Sama adalah Kerja Sama di bidang Tri Dharma. baik Kelia Sama Intemal UP

nlaupurr Ker.ia Sama Eksternal LIP.

9. Kerja Sama Internal UP adalah Kerja Sama Tri Dharma antarprodi, antardepal'ten1en,

antarfakultas dan antarletnbaga di iinghungan UP.
tr0. Kerja Sama llksternal LjF adalah Kerja Sama Tri Dharma antara LIP dengar, Mitra Dalam

dadatau Luar Negeri.
I 1. Mitra Dalam Negeri tJP, .vang selanjutnya disingkat MDNUP. aclalah perorangall, lembaga

penrerintah, instilr-rsi pendidikan atau perusahaan dan/atau lembaga-lernbaga bertradan

hr,rkum.

12. N4itra Lual Negeri tJP, yang selaniutnya disingkat Mf.NtlP. adalah perorangan. lembaga

pemerintah. institusi pendidikan atari perusahaan, asosiasi perguruan tinggi. lembaga

swadaya masyarakat dan/atau lembaga luar negeri laimrya.

13. Tri Dharma Perguruan Tinggi -vang selanjutny'a disebut J'ri Dhar"ma adalah kewajiban

perguruan tinggi untuk men-velenggarakan pendidikan. penelitian. dan pengabdian kepada

rlasl'arakat.
14. Pen<lidikan.larak Jauh, ,vang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belaiar mengaiar yang

dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

15. Pr:ogram Gelar Ganda {Double Degree) adalah program perkuliahan ,Yang melxLlngkinan

mahasiswa meraih dua gelar akadmik dari dua kampus yang berbeda (baik dalarn matlpun

luar negeri) daiam satu periode stLrdi.

16. Program Gelar Gabungan (toint Degree') aclalah pr:ogram pendidikan yang

diselenggarakan bersama dengan MLNIIP pada pr:ogram studi dan jenjang yang satna datt

menghasilkan gelar akademik tunggal.
17. Memorandum of Understanding selanjutnl'a disebut lv{oU adalah nota kesepahamall yang

clibgat antara Rektor dan atau,vang ditunjuk yang setara dengan pimpinan mitra.

18. N4emorandum of Agreement selanjutnS,a disebut MoA adalah nota kesepakatan yang

clibuat antara Pirnpinan fakultas, ketua lembaga, dan/atau direktur )'ang setara dengan

pimpillan rnitra. r&



19. Implementation of Agreement selanjutnya disebut IA aclalah dokumen yans memuat

rincian rencana implementasi kegiatar-r kerja sama berdasarkan lV{oU dan/atau MoA yang

telah disepakati sebelumnya, yang ditandatangani oleh para pihak vang bern'enang'

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal2

Tuji-ran Kerja Sama adalah meningkatlian efektivitas. etjsiensi, produktivitas. kreativitas.

inovasi. kr-ralitas. dan relevansi pelaksanaan Tri Dhar-ma untuk meningkatkan nilai tan-rbah dan

da.va saing bangsa.

Pasal3

Kerja Sama UP diselenggarakan mengacu kepada Kebijakan Umum UP dan Rencana Strategis

UP
Pasal4

Prinsip-prinsip Kerja Sama yaitu:
a. inenglltarnakan nilai-nilai luhr"u: Pancasila

b. memenuhi ketentuan uillum penyelenggaraan pendidikan tinggi. ketentuan hukum
nasional, clan hukum iuternasional yang berlaku;

c. menglltamakan kepentingar-r pembangunan nasional clan kontriLrusi pacla peningkatan nilai
tambah dan daya saing bangsa;

d. menghargai kesetaraan ntutu dan saiing nlenghormati;
e. mengupayakan lreningkatan kineria Keria Sama dengan mitra {JP;

f. mengupayakan nilai tambah melalui Kerja Sama yang inovatif, kreatil. bersinergi, cian

saling mengisi:
g. menghormati keberagaman budaya yang bersif-at lintas daerah, nasionai, dan/atau

intetnasional;
h. memberikan kemudahan administratif untuk mendtrkung Kerja Sama:

i. pen,velenggaraan keriasama di {-rP berlandaskan asas:

1 ) aktintabilitas. yaitu penyelenggilraan Ke{a Sama harus dapat dipertanggtinglawabkan

kepada para pemangku kepentingan dan sejalan dengan peraturan perttndang-

r-Lndangan yang berlaku;

2) transparansi. yaitu pen.velenggar"aan Keria Sama dilaksanakan secara terbuka dan

diclasarkan pada aturan yangielas dan berlahu secara institusional;

3) efisiensi. yuitu setiap program pen,velenggaraan Kerja Sama menggunakan sumber

daya, u,'aktu, dan upaya secara tepat guna;
,l) efbktif. yaitu setiap program clalam penyelenggaraan Kerja Sama menggunakau

sumber daya. u'aktu, dan upaya dengan hasil optimal:
5) manfaat. yaitu memberikan dampak positif bagi para pihali yang mencakup manf'aat

kepada institusi dan masyarakat;

6) kemitraan. Sraitu setiap program dalam penyelenggaraan Ke{a Sama "fri Dharma

dengan mitra di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional harus diialin
berdasarkan prinsip kesetaraan. saling menghormati, dan saling menguntungkarr;

7) kepercay'aan. 5,aitu penyelenggaraan Keria Sama harus dapat saling perca)ra

antarpemangku kepentingan, sejalan dengan peraturan perundang-unclangan yang

berlaku;
8) keberlan-iutatl, yaitu Keria Sama yang dirancang agar dapat berlangsung dalam jangka

panjang dengan manf'aat yang konsisten. VI



BAB ITI
JENIS KERJA SAMA

Pasal5

Kerja Samtr di UP yaitr,r:

a. Kerja Sama clalam biclang pencliclikan yang meliputi: kurikulr-rrn, pembelajaran- dan/atau

evaluasi pendidikan;
b. Keria Sama dalam penelitian 5,arrg meliputi: peneiitian dasar. penelitian terapan. penelitian

pengembangan. inovasi, dau/atari peneiitian evaluatil; dan

c. Ker.ia Sama dalam pemanf'aatan hasii penelitian bagi kemaslahatan nlasl'arakat, pela1'anan.

dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal6

(1) Bentr-rk Kerja Sama internal UF meliputi:
a. perlgambilan mata kuliah yang Lroleh diikuti oleh niahasiswa di luar program

str-rdin1'a:

b. kegiatan bersama clalam penangallan kompetensi surlber da,va manusia 1'ang
rneliputi pengelolaalt. pengawasan. dan evaluasi;

c. kegiatan bersama dengan progralx-program di lingkuurgan [JP, termasnk prol'ek

perdesaan. industri. dunia usaha, dau dunia ker.ia:

d. kegiatart bersama mengaiar di sekolah; dan

e. kegiatan wirausaha.
(2) Bentuk Ker.ia Sama Eksten-rai UP dengan MDNIJP meliputi:

a. program kembaran (nt:inning progrunt)'.
b. penjaminan mutu;
c. pengambilan rnata kuliah yang boleh diikuti oieh r:nahasiswa di luar program

studinya;
d. pemberiau beasisn'a atau bantuan biaya pendidikan:

e. penugasan dosen sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang mellbutrildiatl
pembinaan:

t-. penugasan sumber daya manusia yang menangani kerja sama mencakup kompetensi

pengelola, penga\,vas, dan evalriator;
g. pertukaran dosen danlatau mahasislva;
h. kegiatan bersama dengan lembaga/program/institusi di luar UP tertnasuk proyek

perdesaan, industri, dunia usaha" clunia kerja, dan kegiatan w'irausaha; dan

i. kegiatan dalam asosiasi nasional.
(3) Bentuk Kerja Sama Eksternal UP dengan MLNUP meliputi:

a. prograln Gelar Gabungan (./oint Degree);
b. prograrn Gelar Ganda (.Double Degree);
c. penjaminan mutu;
d. pember"ian beasisr.r,a atau bantuan bia-va pendidikan;
e. pettukarau dosen dadatau tnahasiswa; clan

1-. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
g. kegiatan bersama dengan lembag#program/institusi di luar UP tennasuk proyek

perdesaan, industri, dunia usaha, dunia kerya, dan kegiatan wirausaha: dan

h. kegiatan dalam asosiasi internasional.
VL



(4) Bentuk Kerja Sama l_lP pada ayat (1). ayat (2). dan ayat (3) meliputi:

a. pengalihan dan/atau pemerotehan angka kredit danlatau satuan iairr y'ang se.ienis;

b. pemagangan/praktik ke{a;
c. kegiatan bersama dalam proyek kemanusiaan;

cl. pemantaatan bersama berbagai sumber daya sebagai upaya peningkatan kapabilitas

internet, metocle claring. PJJ, N4OOC (l,t[as,rive Open Online Course), dan/atar-r

penelitian:
e. pengembangan pusat kaiian;
f. penerbitan publikasi ilmiah berkala;
g. kolaborasi penelitian;
h. kegiatan bersama dalam prol'ek independen:
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan

i. bentuk kerja sama lainnya ,vang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V
PEDOMAN KERJA SAMA

Pasal T

Dalam melakukan Kerja Sarna diperlukan Pedomau Kerja Sama dengan r:rengacu pada:

a. Peraturan Perunclang-turdangan -vang berlaku:
b. N4oU, MoA. atau IA.

BAB VI
TAI{APAN KERJA SAMA

Pasal8

(1) T'ahapan Kerja Sama terdiri atas:

a. perencanaan Kerja Sama;

b. pelaksanaan Kerja Sama; dan

c. pemantauan dan evaluasi Keia Sama.

(2) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksLrcl pada ayat (1) hulr-rf a clilakukan

dengan tahapan vang terdiri atas:

a. peir-viapan peraturan Kerja Sama yang tertuang rlaiam N{oU, dan/atau MoA, lA;
b. penl,iapan strmber da},'a berupa SDM. keuangan. inlrastruktur, teknologi, datr

inovasi.
c. Pelaksanaan Kerja Sama dibatasi minimal 1 tahun. maksimal 5 tahr-rn, dan clapat

diperpanjang kembaii.
(3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dilakukan

dengan tahapan yang terdiri atas:

a. perealisasian kegiatan sesuai rencana;
b. pengorganisasian kegiatan Kerja Sama: dan

c. pengelolaan semua sunber daya yang meliputi: SDM. ketLangan. infrastruktr,Lr.

teknologi, dau inovasi untuli kepentingan Keria Sama.

d. pelaporan dan dokumentasi kegiatan Kerja Sama
(4) Pemantauan dan Flvaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan dengan tahapan -vang terdiri atas:

a. pemantauan pelaksanaan Keria Sama UP belsarna Mitra sebagaintarla tertuang

dalani Mot.l. dan/atau MoA. IA;
b. pengevaluasian capaian pelaksanaan Keria Sama UP bersama Mitra: dan

c. penindaklanjutan hasil evaluasi berupa program peningkatan kualitas Kerja Sama.

w{



BAB YI
PENUTUP

Pasal9

(1) Peraturan Senat tentang Kebijakan Kerja Sama Universitas Pancasila ini. bellaku sejak

disetujui dan ditetapkan dalam rapat Serlat UP dan ditandatangani oleh Ketua Senat

tJiriversitas;
(2) Apabila di kemr-rdian hari te.rdapat kekeliruan dan/ataLr kekurangan dalanl Peratnran ini,

akan d i l akukan perr.rbahan danlatall penyempurnaan sebagaimana mestin-Ya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2025

Unir.ersitas Pancasil a.

*
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Said, M.Pd. lp


